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Definisi KUOTA: “Alokasi sumber daya ikan atau jumlah ikan yang dapat dimanfaatkan dengan penangkapan ikan terukur” 

(Pasal 1 ayat 6 PP No. 11 Tahun 2023 dan Pasal 1 ayat 8 Permen KP 28 tahun 2023 )

Kuota ditetapkan pada 

setiap WPPNRI di 

perairan laut dan Laut 

Lepas dengan Kepmen 

KP

1. 2.

Dihitung berdasarkan Potensi SDI dan JTB 

dengan mempertimbangkan tingkat 

pemanfaatan SDI, dimana potensi SDI dan JTB 

tersebut terdiri atas yang ditetapkan oleh: (i) 

Menteri KP dan (ii) RFMO

Kuota terdiri atas:
a. Kuota Industri [>12 mil];

b. Kuota Nelayan Lokal [< 12 mil]; dan

c. Kuota Kegiatan Bukan untuk Tujuan 

Komersial [< 12 mil dan > 12 mil] 

3.

Pembagian Kuota Industri, Kuota 

Nelayan Lokal dan Kuota Kegiatan 

Bukan untuk Tujuan Komersial

Berdasarkan pertimbangan:

a. Jumlah nelayan;

b. Jumlah dan ukuran Kapal 

Penangkap Ikan;

c. API;

d. Produksi Ikan Hasil Tangkapan;

e. Data Log Book Penangkapan 

Ikan

f. Karakteristik SDI dan 

Habitatnya; dan

g. Jumlah Lembaga Diklat, 

Penelitian, serta Penyelenggara 

Kesenangan dan Wisata

4.

Dirjen PT dalam melakukan penghitungan Kuota 

Penangkapan Ikan, dapat melibatkan K/L terkait, 

Pemda Provinsi, Perguruan Tinggi, dan/atau, Pakar, 

dan Menyampaikan hasil penghitungan kepada 

Menteri KP untuk ditetapkan

6.

Kuota Nelayan Lokal dibagi untuk setiap Provinsi pada Zona 

PIT dengan mempertimbangkan paling sedikit:

1. Jumlah Nelayan;

2. Jumlah dan Ukuran Kapal Penangkap Ikan;

3. Jumlah API; dan

4. Produksi Ikan Hasil Tangkapan.

5.

Ketentuan Pengaturan Kuota Penangkapan Ikan (1/11)

Konsep Kuota Penangkapan Ikan dalam PIT
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Kuota Industri (Ton)

Kuota Nelayan Lokal 
(Ton)

Kuota Kegiatan Bukan untuk Tujuan Komersial >12 Mil per WPPNRI 
(Ton) 

Tuna Cakalang 

9 Kelompok Jenis SDI

Kepmen KP No. 19/2022 
(JTB)

Catch Limit/Kuota RFMOs atau 
HS Tuna Kepulauan Indonesia 

dengan rata-rata produksi 
tertinggi dihitung secara series 
selama 3 (tiga) tahun berurutan 
dlm kurun waktu 15 thn terakhir

Kuota Penangkapan Ikan 
(Ton)

Kuota Industri untuk Kapal Eksisting (Ton)

Kuota Kegiatan Bukan 
untuk Tujuan 

Komersial (Ton) 

Kuota Nelayan Lokal untuk 
Kapal Eksisting (Ton)

Kuota Nelayan Lokal untuk 
Nelayan Kecil (Ton)

Kuota Kegiatan Bukan untuk Tujuan Komersial s.d. 12 Mil per 
WPPNRI(Ton) 

Kuota Nelayan Lokal 
per Provinsi per 

WPPNRI (Ton)

Kuota Industri untuk Nelayan Kecil dengan 
Kapal/Perahu (s.d. 5 GT) (Ton)

Kekerangan, 
Teripang, dan Gurita

Historical Catch Produksi 
rata-rata tertinggi 5 thn dlm 
kurun waktu 15 Thn terakhir 

(Statistik PT)

Disimulasikan untuk:

Peluang Kuota Industri untuk Usaha/Kapal
Baru/Migrasi (Ton)*

Peluang Kuota Nelayan Lokal 
untuk Usaha/Kapal Baru (Ton)*

Disimulasikan
untuk:

besaran proporsi kuota industri dan kuota 
nelayan lokal per kelompok jenis ikan 
mempertimbangkan (Permen KP 28/2023 
Pasal 5 ayat (2):
a. jumlah nelayan;
b. jumlah dan ukuran kapal penangkap 

ikan serta API; 
c. log book penangkapan ikan; 
d. karakteristik SDI dan habitatnya; 
e. produksi ikan hasil tangkapan yang 

didaratkan; serta 
f. Jumlah lembaga penelitian di bidang 

perikanan, perguruan tinggi 
perikanan, dan event/organisasi 
kegiatan wisata memancing

Ketentuan Pengaturan Kuota Penangkapan Ikan (2/11)

Catatan : Penghitungan Kuota Nelayan Lokal (Kuota Provinsi) di WPPNRI dilakukan melalui pembahasan pada  pertemuan LPP WPPNRI

Mekanisme Penghitungan Kuota Penangkapan Ikan dalam PIT
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Penghitungan Kuota Penangkapan Tuna dan Cakalang

Data yang digunakan:

a. Catch Limit/Kuota dari RFMOs

b. HCR dari HS Tuna Cakalang di 
AW (WPPNRI 713, 714,715)

c. Data series produksi selama 15 
Tahun dari Satistik Perikanan 
tangkap

Catatan:

a. Besaran kuota penangkapan tuna dan cakalang yang tersedia catch limit/kuota dari RFMO digunakan sebesar 100%;

b. Besaran kuota penangkapan tuna dan cakalang berdasarkan historical catch 15 tahun mengacu pada JTB Pelagis Besar di masing-masing WPPNRI sebagaimana tertuang dalam 
Kepmen KP Nomor 19 Tahun 2022 dan/atau status stok di RFMO;

Zona 1 Zona 5

711 716 717 571 572 573 712 713 714 715 718

Albakora

Tuna mata besar Catch Limit yang ditetapkan IOTC untuk Indonesia

Tuna sirip kuning Catch Limit yang ditetapkan IOTC untuk Indonesia

Cakalang

 rata-rata produksi 
tertinggi dihitung secara 

series 3 (tiga) tahun 
berurutan dalam kurun 

waktu 15 tahun 

Tuna Sirip Biru Selatan

 Kuota 
Penangkapan yang 
ditetapkan CCSBT 

untuk Indonesia 

 Tidak termasuk 
wilayah migrasi 
tuna cakalang 

 rata-rata produksi 
tertinggi dihitung 

secara series 3 (tiga) 
tahun berurutan 

dalam kurun waktu 
15 tahun 

Jenis/Zona/WPPNRI
Zona 4 Zona 6 Zona 3Zona 2

 rata-rata produksi tertinggi dihitung secara 
series 3 (tiga) tahun berurutan dalam kurun 

waktu 15 tahun 

 Catch Limit yang 
ditetapkan WCPFC 

untuk Indonesia rata-rata produksi tertinggi dihitung secara series 3 
(tiga) tahun berurutan dalam kurun waktu 15 

tahun

Mengacu pada harvest 
control rules-HCR di 
archipelagic water:
Hasil tangkapan 
terakhir (2021) 
dikurangi catch 

reduction sebesar 10%

Ketentuan Pengaturan Kuota Penangkapan Ikan (3/11)
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Keterangan:
Propwpp(i) : proporsi WPPNRI ke i (%)
∑cTCwpp(i) : total tangkapan jenis tuna cakalang di WPPNRI ke i
∑cTCwpp(kov) : total tangkapan jenis tuna cakalang di seluruh WPPNRI di 

wilayah konvensi RFMO

Khusus WPPNRI 713, WPPNRI 714, WPPNRI 715, kuota penangkapan
tuna cakalang dihitung berdasarkan harvest control rules (HCR) dalam
Framework for Harvest Strategy for Tropical Tuna in Archipelagic
Water of Indonesia, yaitu produksi tangkapan tahun 2021 dikurangi
catch reduction sebesar 10%.

Keterangan:
cWPPNRI(i) : catch limit/kuota WPPNRI ke i (ton)
Propwpp(i) : proporsi WPPNRI ke i (%)
cRFMO(i) : catch limit/kuota yang ditetapkan RFMO 

(IOTC/CCSBT/WCPFC)

Catatan : Wilayah konvensi RFMO meliputi:
IOTC : WPPNRI 571, WPPNRI 572, WPPNRI 573
CCSBT : WPPNRI 573
WCPFC : WPPNRI 716 dan WPPNRI 717

Apabila catch limit/kuota tuna cakalang diberlakukan untuk
alat penangkapan ikan (API) tertentu maka proporsi dihitung
berdasarkan tangkapan API tersebut di WPPNRI.

1. Menghitung proporsi masing-masing 
WPPNRI dengan formula:

2. Menghitung kuota tuna cakalang di 
WPPNRI dengan formula:

Menurunkan Kuota Penangkapan Tuna dan Cakalang dari Kuota/Catch Limit RFMO

Ketentuan Pengaturan Kuota Penangkapan Ikan (4/11)
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Proporsi Kuota Industri dan Kuota Nelayan Lokal berdasarkan : Karakteristik sumber daya ikan dan habitat, Visualisasi perbandingan 
luasan perairan >12 mil dan ≤12 mil, Informasi spatial dari logbook penangkapan ikan dan pendapat pakar/ahli perikanan.

Ketentuan Pengaturan Kuota Penangkapan Ikan (5/11)
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Faktor Pembobot Provinsi ke-i di 
WPPNRI ke-I per Kelompok Jenis 

SDI 

Pembobotan Variabel per 
Provinsi di WPPNRI ke-i

1 2

Kuota Nelayan Lokal Provinsi ke-i di 
WPPNRI ke-i jenis tuna cakalang

3

Telah dilakukan pembobotan menggunakan metode 
(analytical hierarchy process) AHP dengan hasil:

Tinggi Sedang Rendah

1

Jumlah Kapal Penangkap 

Ikan s.d. 30 GT atau Jumlah 

API

0,55  0,50      0,45       

2

Tingkat Kepatuhan 

Pendataan Penangkapan 

Ikan (Log Book 

Penangakapan Ikan)

0,33  0,28      0,23       

3 Luasan Konservasi 0,12  0,07      0,03       

No. Variabel
Nilai

𝑲𝑷𝑰𝒊𝒑 =
𝑭𝑷𝒊𝒑

σ𝒅
𝒅 = 𝑭𝑷𝒑

 ×  𝑲𝑷𝑰𝑵𝑳

𝑭𝐏𝐩 = 𝐓_𝐫𝐚𝐭𝐚𝐢 𝐱 ሺ 𝐖𝟏 + 𝐂𝐅𝟏 + 𝐂𝐅𝟐)

Kuota Nelayan Lokal per 
Provinsi per WPPNRI 

(Ton)

𝑭𝐏𝐩 :   Faktor pembobotan

𝑲𝑷𝑰𝒊𝒑 :   Kuota penangkapan ikan Provinsi ke-i

𝑲𝑷𝑰𝑵𝑳: Kuota penangkapan Nelayan lokal di 
WPPNRI ke-i

Pembagian Kuota Nelayan Lokal Tuna dan Cakalang per Provinsi per WPPNRI 

Ketentuan Pengaturan Kuota Penangkapan Ikan (6/11)
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Ketentuan Pengaturan Kuota Penangkapan Ikan (7/11)

WPP : 713

Kelompok SDI : Cakalang

JTB : 24.996                                    

No. Kode Provinsi

Tangkapa rata-

rata 5 tahun

(T)

 Faktor 

Pembobotan 

 Kuota 

Penangkapan 

Ikan 

Kuota Kegiatan 

Bukan untuk 

Tujuan Komersial

prod data T S R bobot data T S R bobot data T S R bobot

713-01 Bali 3.347                  13.869 0 1 0 0,5 -                   0 0 1 0,23 18.060,18       0 0 1 0,03 2.544             1.121                   0,11                         

713-02 NTB 6.002                  12.330 0 1 0 0,5 -                   0 0 1 0,23 209.465,69     0 1 0 0,07 4.802             2.117                   0,21                         

713-03 NTT 5.826                  6.755 0 0 1 0,45 -                   0 0 1 0,23 168.458,49     0 1 0 0,07 4.370             1.927                   0,19                         

713-04 Kalimantan Selatan 754                     20.925 1 0 0 0,55 0,02             0 0 1 0,23 223.230,46     1 0 0 0,12 678                299                      0,03                         

713-05 Kalimantan Timur 2.335                  21.077 1 0 0 0,55 0,26             0 0 1 0,23 72.988,06       0 0 1 0,03 1.891             834                      0,08                         

713-06 Sulawesi Tengah 9.496                  7.725 0 0 1 0,45 0,24             0 0 1 0,23 -                      0 0 1 0,03 6.742             2.972                   0,30                         

713-07 Sulawesi Barat 10.374                11.319 0 1 0 0,5 0,18             0 0 1 0,23 206.843,59     0 1 0 0,07 8.299             3.659                   0,37                         

713-08 Sulawesi Tenggara 2.303                  5.487 0 0 1 0,45 0,00             0 0 1 0,23 128.284,94     0 1 0 0,07 1.728             762                      0,08                         

713-09 Sulawesi Selatan 28.133                61.413 1 0 0 0,55 0,31             0 0 1 0,23 1.427.810,99  1 0 0 0,12 25.319           11.163                 1,12                         

713-10 Jawa Timur 377                     8 0 1 0 0,5 -                   0 1 0 0,28 -                      0 1 0 0,07 320                141                      0,01                         

Jumlah Kapal Penangkap Ikan 

dan/atau API 

(W1)

Kepatuhan 

Pendataan Log Book

(CF1)

Luasan Konservasi 

(CF2)

Simulasi Kuota Nelayan Lokal Cakalang per Provinsi di WPPNRI 713

Catatan : Sumber data yang di gunakan adalah Statistik Perikanan Tangkap tahun 2023, Data Pelaporan Logbook 2024 dan Data Luasan Kawasan Konservasi 2023 
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Ketentuan Pengaturan Kuota Penangkapan Ikan (8/11)

Simulasi Kuota Nelayan Lokal Cakalang per Provinsi di WPPNRI 714

WPP : 714

Kelompok SDI : Cakalang

JTB : 17.197                                    

No. Kode Provinsi

Tangkapan rata-rata 5 

tahun

(T)

 Faktor 

Pembobotan 

 Kuota 

Penangkapan 

Ikan 

Kuota Kegiatan 

Bukan untuk Tujuan 

Komersial

prod data T S R bobot data T S R bobot data T S R bobot

714-01 Nusa Tenggara Timur 115                                    453 0 0 1 0,45 -                   0 0 1 0,23 721.164,49     0 0 1 0,03 81,31                 28,86                  0,00                             

714-02 Sulawesi Tengah 7.433                                 18.215 0 1 0 0,5 0,00             0 0 1 0,23 1.149.559,25  0 1 0 0,07 5.946,28            2.110,46             0,21                             

714-03 Sulawesi Tenggara 19.732                               46.812 1 0 0 0,55 0,92             1 0 0 0,33 1.760.810,59  1 0 0 0,12 19.731,85          7.003,26             0,70                             

714-04 Maluku 24.686                               41.271 1 0 0 0,55 0,08             0 0 1 0,23 3.516.791,51  1 0 0 0,12 22.217,34          7.885,42             0,79                             

714-05 Maluku Utara 672                                    44 0 0 1 0,45 -                   0 0 1 0,23 -                  0 0 1 0,03 477,28               169,40                0,02                             

Jumlah Kapal Penangkap Ikan 

dan/atau API 

(W1)

Kepatuhan 

pendataan logbook

(CF1)

Luasan Konservasi 

(CF3)

Catatan : Sumber data yang di gunakan adalah Statistik Perikanan Tangkap tahun 2023, Data Pelaporan Logbook 2024 dan Data Luasan Kawasan Konservasi 2023 
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Ketentuan Pengaturan Kuota Penangkapan Ikan (9/11)

Simulasi Kuota Nelayan Lokal Cakalang per Provinsi di WPPNRI 715

WPP : 715

Kelompok SDI : Cakalang

JTB : 31.115                                    

No. Kode Provinsi

Tangkapa rata-

rata 5 tahun

(T)

 Faktor 

Pembobotan 

 Kuota 

Penangkapan 

Ikan 

Kuota Kegiatan 

Bukan untuk 

Tujuan Komersial

prod data T S R bobot data T S R bobot data T S R bobot

715-01 Sulawesi Utara 57.354                12.251 0 1 0 0,5 0,47             0 0 1 0,23 -                  0 0 1 0,03 43.589           12.847                 1,28                        

715-02 Gorontalo 9.372                  10.723 0 1 0 0,5 0,29             0 0 1 0,23 7.870,54         0 1 0 0,07 7.498             2.210                   0,22                        

715-03 Sulawesi Tengah 5.062                  14.883 0 1 0 0,5 0,01             0 0 1 0,23 491.294,86     1 0 0 0,12 4.303             1.268                   0,13                        

715-04 Maluku 4.086                  18.074 1 0 0 0,55 -                   0 0 1 0,23 9.900,87         0 1 0 0,07 3.473             1.024                   0,10                        

715-05 Maluku Utara 46.230                22.086 1 0 0 0,55 0,20             0 0 1 0,23 1.032.978,21  1 0 0 0,12 41.607           12.263                 1,23                        

715-06 Papua Barat 2.419                  6.857 0 0 1 0,45 -                   0 0 1 0,23 3.253.030,61  1 0 0 0,12 1.935             570                      0,06                        

715-07 Papua Barat Daya 4.461                  0 0 0 1 0,45 0,03             0 0 1 0,23 -                      0 0 1 0,03 3.167             933                      0,09                        

Jumlah Kapal Penangkap Ikan 

dan/atau API 

(W1)

Kepatuhan 

Pendataan Log Book

(CF1)

Luasan Konservasi 

(CF2)

Catatan : Sumber data yang di gunakan adalah Statistik Perikanan Tangkap tahun 2023, Data Pelaporan Logbook 2024 dan Data Luasan Kawasan Konservasi 2023 
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Data Upaya (Effort) :

Pendekatan Produktivitas 

a. Jumlah Nelayan / Kelompok Nelayan / KUB :

▪ Per Provinsi;

▪ Per Kabupaten;

▪ Per Pelabuhan;

▪ Sentra Nelayan.

b. Jumlah dan ukuran kapal penangkap ikan per Alat 

Penangkapan Ikan;

▪ Per Provinsi;

▪ Per Kabupaten;

▪ Per Pelabuhan;

▪ Per kelompok ukuran kapal (< 5 GT, 5-10 GT, 10-20 

GT, 20-30 GT)

▪ Sentra Nelayan

Data Produksi Hasil Tangkapan 

Pendekatan Historical Catch

1. Produksi ikan per provinsi;

2. Produksi ikan per kabupaten;

3. Produksi ikan per pelabuhan;

4. Produksi ikan per kapal per API.

▪ < 5 GT, 

▪ 5-10 GT, 

▪ 10-20 GT, 

▪ 20-30 GT)

Catatan : Sumber data yang di gunakan adalah Statistik Perikanan Tangkap, Data Perizinan (Silat/Simkada/BKP), Data Logbook dan Data Pendaratan Ikan 

Ketentuan Pengaturan Kuota Penangkapan Ikan (10/11)
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1. Kuota Nelayan Lokal (untuk kapal 5-30 GT dan kapal < 5 GT)

a. Menghitung Kebutuhan Kuota Total Berdasarkan Jumlah Kapal Eksisting

(Total GT API x Produktivitas API x Komposisi jenis tuna cakalang API)1 + ……... + (Total GT API x Produktivitas API x 
Komposisi jenis tuna cakalang API)n

b. Menghitung Kebutuhan Kuota Per Kapal Eksisting

1) Berdasarkan Produktifitas : GT API x Produktivitas API x Komposisi jenis tuna cakalang API

2) Historical Catch : mempertimbangkan beberapa variabel yang mendukung peningkatan kepatuhan dan 
penguatan pendataan

c. Pendekatan pemberian Kuota untuk Kapal Lama (Eksisting)

Historical Catch : mempertimbangkan beberapa variabel yang mendukung peningkatan kepatuhan dan penguatan 
pendataan

d. Pendekatan pemberian Kuota untuk Kapal Baru

Berdasarkan Produktivitas : GT API x Produktivitas API x Komposisi jenis tuna cakalang API

2. Kuota Kegiatan Bukan Untuk Tujuan Komersial

Besarannya sesuai dengan yang telah ditetapkan dan/atau sesuai dengan perhitungan data kegiatan bukan untuk tujuan 
komersial di provinsi

Catatan : Sumber data yang di gunakan adalah Statistik Perikanan Tangkap, Data Perizinan (Silat/Simkada/BKP), Data Logbook dan Data Pendaratan Ikan 

Ketentuan Pengaturan Kuota Penangkapan Ikan (11/11)
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Kepmen KP No. 28 Tahun 2024 Tentang Estimasi Potensi, JTB dan Kuota 
Penangkapan Benih Bening Lobster

Catatan : Untuk Memantau Pemanfaatan Kuota BBL dari hulu ke hilir melalui Sistem Informasi Pengelolaan Lobster Kepiting dan Rajungan (SILOKER)

yang tersedia pada laman https://integrasi.djpt.kkp.go.id/lkr

https://integrasi.djpt.kkp.go.id/lkr
https://integrasi.djpt.kkp.go.id/lkr
https://integrasi.djpt.kkp.go.id/lkr
https://integrasi.djpt.kkp.go.id/lkr
https://integrasi.djpt.kkp.go.id/lkr
https://integrasi.djpt.kkp.go.id/lkr
https://integrasi.djpt.kkp.go.id/lkr
https://integrasi.djpt.kkp.go.id/lkr
https://integrasi.djpt.kkp.go.id/lkr
https://integrasi.djpt.kkp.go.id/lkr
https://integrasi.djpt.kkp.go.id/lkr
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Pembelajaran Penerapan Kuota Penangkapan Ikan 
pada Benih Bening Lobster (2/3)
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Pembelajaran Penerapan Kuota Penangkapan Ikan 
pada Benih Bening Lobster (3/3)
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Kepmen KP No. 32 Tahun 2025 Tentang Kuota Penangkapan Ikan 
Tuna Sirip Biru Selatan
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